
 

 

PERJANJIAN KINERJA  

TAHUN 2026 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akunta

bel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama : MUJAHID AMRUDIN, S.IP 

Jabatan : Kepala Pelaksana  

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Jabatan : Bupati Bantul  

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampi

ran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti y

ang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapa

ian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperluka

n dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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LAMPIRAN I 

PERJANJIAN KINERJA  

 

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Jabatan : Kepala Pelaksana 

Tahun Anggaran : 2026 

 

No 
Tujuan / Sasara

n 
Indikator Kinerja Satuan 

Target T

ahunan 
Triwulan Target 

(1

) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Tujuan : 

 

 

Meningkatkan Ke

tahanan Daerah 

dalam Penanggul

angan Bencana 

Indeks Ketahanan Daer

ah (IKD) 

Angka 0,76  I 0,76 

 II 0,76 

 III 0,76 

 IV 0,76* 

1.

1 

Sasaran : 

. Meningkatnya  K

ualitas Pelayan

an Penanggulang

an Bencana dan 

Kebakaran 

Indeks Penyelenggaraa

n Trantibumlinmas Sub 

Urusan Bencana 

Angka 80  I 80 

 II 80 

 III 80 

 IV 80* 

Indeks Penyelenggaraa

n Trantibumlinmas Sub 

Urusan Kebakaran 

Angka 70  I 70 

 II 70 

 III 70 

 IV 70* 

 

 

Keterangan: 
 

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukunga

n anggaran sebagai berikut: 
 

No Nama Program  Anggaran 

1.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupat

en / Kota 

Rp. 12.045.551.024,50 
 

2.  Program Penanggulangan Bencana Rp. 624.791.000,00 
 

3.  Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Keb

akaran dan penyelamatan Non Kebakaran 

Rp. 645.968.450,00 
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 Jumlah Anggaran Rp. 13.316.310.474,50 
 

 

2.    *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 
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LAMPIRAN II 

PENJELASAN KINERJA 

TAHUN 2025 

 

Uraian Tujuan : 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggula

ngan Bencana ini adalah upaya untuk memperkuat kemampuan dan kesiapan suatu daerah 

dalam menghadapi, merespons, dan pulih dari bencana dengan menggunakan alat untuk m

engukur kemampuan suatu daerah dalam menangani bencana yaitu Indeks Ketahanan Daer

ah (IKD). IKD dihitung untuk wilayah administrasi, seperti kabupaten/kota dan prov

insi. IKD dapat digunakan untuk Membantu daerah memahami pentingnya perhitungan IK

D dalam penanggulangan bencana, Merumuskan kebijakan kebencanaan yang lebih strate

gis dan terukur, Menurunkan angka Indeks Risiko Bencana (IRB). Untuk menghitung IK

D, dibutuhkan data dan dokumen pendukung dari daerah. Data tersebut meliputi 7 pri

oritas, 71 indikator, dan 284 pertanyaan. Dalam menghitung IKD, BPBD perlu berkoor

dinasi dengan instansi terkait, seperti: Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Um

um, Dinas Penataan Ruang dan Dinas terkait lainnya. Dasar hukum dalam mencapai kin

erja antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Un

dang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik, transparan, dan efisien. Undang-undang ini juga mengatur kembali keputu

san dan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang ini mengatur tentang upaya-upay

a penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Penyusunan 

IKD mencakup indikator ketahanan daerah dalam menghadapi bencana alam, kesiapsiaga

an, serta pemulihan pasca-bencana. 

 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan se

cara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara la

in: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Indeks Ket

ahanan Dae

rah (IKD) 

IKD bertujuan untuk m

emberikan gambaran ko

mprehensif mengenai k

emampuan suatu daerah 

dalam menghadapi, men

gelola, dan pulih dar

i tantangan dan benca

na dengan mengukur ke

tahanan suatu daerah 

Setiap indikator dinormalisas

i, langkah selanjutnya adalah 

mengalikan skor normalisasi m

asing-masing indikator dengan 

bobot yang telah ditentukan u

ntuk masing-masing dimensi. K

emudian, hasil dari setiap di

mensi dijumlahkan untuk mempe

roleh skor total IKD : 

- Peraturan Pem

erintah dan U

ndang-Undang 

Terkait Peren

canaan Pemban

gunan Daerah 

- Pedoman dan M

etodologi dar

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



dalam menghadapi berb

agai tantangan, terma

suk bencana alam, per

ubahan iklim, dan kon

disi sosial-ekonomi l

ainnya 

IKD=∑(Skor Dimensi×Bobot Dimens

i) 

 

i Lembaga Ter

kait 

- Dokumen dan S

tudi Kasus Ke

tahanan Daera

h 

- Konsultasi de

ngan Ahli dan 

Lembaga Penel

iti 

 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran ta

rget kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 

Kinerja 

Target Penjelasan 

Indeks Ketahanan 

Daerah (IKD) 

0,79 Target tahun 2026 untuk indikator Indeks Ketahanan Dae

rah dalam dokumen Renstra sebesar 0,76 sedangkan reali

sasi tahun 2025 sebesar 0,78 sehingga target dalam dok

umen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 0,79. reali

sasi tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2025. 

 

Uraian Sasaran : 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan 

Bencana dan Kebakaran adalah sebagai upaya terencana dan berkelanjutan untuk menin

gkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana dan Kebakaran yang m

eliputi aspek pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pascabencana. Pening

katan kualitas pelayanan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kecepatan dan ket

epatan respon, kesiapan sumber daya manusia, kecukupan sarana dan prasarana, serta 

penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, sehingga pelayanan dapat dilaksana

kan secara profesional, efektif, dan sesuai standar. Pencapaian sasaran ini dihara

pkan mampu menurunkan risiko, korban, dan kerugian akibat bencana serta meningkatk

an rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.  

Dasar hukum dalam mencapai kinerja sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan B

encana 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantu

an Bencana 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemadam Kebakar

an 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelen

ggaraan Perlindungan Masyarakat dan Prosedur Operasional Standar (SOP) Pemadam K

ebakaran 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Mi

nimal 

 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan sec

ara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lai

n: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Indeks Penyeleng

garaan Trantibum

linmas Sub Urusa

n Bencana 

Mencerminkan kinerja ou

tcome penyelenggaraan S

ub Urusan Bencana dalam 

mendukung terciptanya k

etenteraman dan keterti

ban masyarakat, Menjadi 

alat ukur kualitas tata 

kelola penanggulangan b

encana, bukan sekadar j

umlah kegiatan atau kej

adian, Mendukung pencap

aian SPM Sub Urusan Ben

cana dan sasaran RPJMD 

terkait perlindungan ma

syarakat. 

Untuk mengukur  Indek

s Penyelenggaraan Trant

ibumlinmas Sub Urusan B

encana ada 6 (enam) pil

ar yang digunakan yaitu 

:  

1. Kelembagaan 20% 

2. Sumber Daya Manusia 

15 % 

3. Kebijakan 15% 

4. Pendanaan 10% 

5. Teknis Operasional 

30% 

6. Logistik dan Perala

tan 10% 

 

      

◆ Standar Pela

yanan Minima

l Bidang Pem

erintahan Da

lam Negeri 

◆ Survei kepua

san masyarak

at (IKM) 

 

·    

2 Indeks Penyeleng

garaan Trantibum

linmas Sub Urusa

n Kebakaran 

Mencerminkan kinerja ou

tcome penyelenggaraan S

ub Urusan Kebakaran dal

am mendukung terciptany

a ketenteraman dan kete

rtiban masyarakat, Meng

ukur pelayanan kebakara

n secara menyeluruh, ti

dak hanya jumlah kejadi

an atau pemadaman, Mend

Untuk mengukur  Indek

s Penyelenggaraan Trant

ibumlinmas Sub Urusan K

ebakaran  ada 6 (enam) 

pilar yang digunakan ya

itu :  

1. Kelembagaan 20% 

2. Perencanaan Anggara

n 20 % 

◆ Standar Pela

yanan Minima

l Bidang Pem

erintahan Da

lam Negeri 

◆ Laporan Keja

dian dan pen

anganan keba

karan dan pe

nyelamatan 
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ukung pencapaian SPM Su

b Urusan Kebakaran dan 

sasaran RPJMD terkait p

erlindungan masyarakat 

3. Pemenuhan Capaian S

PM 20% 

4. Pemenuhan Sarana Pr

asarana 10% 

5. Pemenuhan SDM terve

rifikasi 10% 

6. Pemberdayaan masyar

akat 20% 

 

◆ Data waktu r

espon dan ha

sil penangan

an kebakaran  

 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran ta

rget kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 

Kinerja 

Target Penjelasan 

Indeks Penyeleng

garaan Trantibum

linmas Sub Urusa

n Bencana 

80 Target tahun 2026 untuk indikator Indeks Penyelenggara

an Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana dalam dokumen Re

nstra sebesar 80, sedangkan realisasi tahun 2025 sebes

ar 75,78. Dalam target ini semakian besar realisasi da

ri target maka semakin tercapai sehingga target dalam 

dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 80.  

Indeks Penyeleng

garaan Trantibum

linmas Sub Urusa

n Kebakaran 

70 Target tahun 2026 untuk indikator Indeks Penyelenggara

an Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran dalam dokumen 

Renstra sebesar 70, untuk realisasi tahun 2025 belum a

da dikarenakan Indikator Kinerja ini baru mulai di tah

un 2026. Dalam target ini semakian besar realiasasi da

ri target maka semakin tercapai sehingga target dalam 

dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 70.  
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